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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Implikasi yuridis politik dinastidi Pemerintahan Kabupaten Bima 

berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 bahwa dinamika politik 

lokal merupakan bagian dari refleksi „wajah‟ politik nasional, dan 

membuka ruang bagi terciptanya politik dinasti, walaupun lahirnya 

Undang-Undang No.6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota sebetulnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat yang tidak 

menginginkan adanya politik dinasti. Kenyataanya menunjukan lahirnya 

Undang-Undang pilkada membuka keikut sertaan keluarga dari petahana 

dalam politik dinasti. Melihat data beberapa politik dinasti ternyata 

Undang-Undang tersebut berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah. 

Dampak politik dinasti di Pemerintahan Kabupaten Bima yaitu sebagai 

berikut: politik dinasti dianggap hanya melenggangkan kekuasaan 

segelintir orang, kelompok-kelompok yang  melakukan praktek politik 

dinasti politik membajak pemilu melalui kekuatan-kekuatan modal politik 

yang telah dibina secara turun-temurun sehingga kompetisi dalam pemilu 

tidak fair dan kecil kemungkinan terpilihnya orang-orang yang 

berkompeten tapi tidak memiliki modal untuk bergabung ke dalam partai 

atau pemerintahan, sulit menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, 
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dan politik dinasti tidak tepat jika diterapkan di Indonesia karena bukan 

negara kerajaan. 

2. Pelaksanaan politik dinasti di Kabupaten Bima berdasarkan                  

Undang-Undang No.6 tahun 2020, dimana kelompok-kelompok yang 

menerapkan dinasti politik menguasai posisi strategis kepemerintahan, 

baik kepala daerah maupun DPRD, yang membuat posisi tersebut dengan 

segala kewenangannya menjadi alat bagi dinasti untuk mengakses sumber 

daya ekonomi. Isu korupsi yang melibatkan anggota dari mereka yang ada 

dalam lingkaran politik dinasti menjadi bukti tidak terbantahkan. Terlebih 

lagi apabila dinasti juga menguasai birokrasi di daerah serta politik dinasti 

membutuhkan dana besar untuk merawat kekuasaan dan jaringan di partai, 

ormas keagamaan, ormas kepemudaan dan simpul-simpul politik lainnya.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai 

berikut: 

1. Adanya politik keluarga bukan hanya untuk melanggengkan kekuasaan 

saja namun diharapkan dapat memberikan pengaruh yang dapat 

menunjang pembangunan pemerintahan desa dan pemberdayaan 

masyarakat, serta masyarakat harus menjadi kontrol dengan adanya politik 

dinasti. 

2. Masyarakat harus lebih jeli lagi dalam memilih pemimpin berdasarkan 

kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, bukan berdasarkan sejarah 

kepemimpinan keluarga. 
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